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1. Pasal 18 ayat (6) Unclang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
RepubJik Indonesia; 

2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonorni kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

Mengingat 

a. bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkernbangkan 
kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu 
dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat 
sehingga terwujud lingkungan Kota yang bersih, rapi dan 
indah; 

b. bahwa pertumbuhan kota, pertambahan penduduk, dan 
perubahan pola konsurnsi masyarakat berpengaruh terhadap 
peningkatan produksi sampan: 

c. bahwa pengelolaan sampan dari hulu ke hilir perlu dila.kukan 
secara berdaya guna dan berhasil guna, agar mernberikan 
manfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan 
lingku ngan; 

d. bahwa pengaturan pengelolaan sampan belum ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a,huruf b,huruf c dan huruf d perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI 

NOMOR 8 TAHUN 2013 

TENT ANG 

PENGELOLAAN SAMPAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA JAMBi, 

LEMBARAN DAERAH KOTA JA1\1BI 

NOMOR 8 TAHUN 20131 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 
Ruang (Lem oaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Sampah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nornor 5049}; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Ten tang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Lerundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5254); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737). 

.. 



. ·~··· ._.._.... ,_-~.,,. - .. ~ 

IMGWi HUKUM PA!f PEffUNl)AN<;-4,JNDAN~N $ffi?,4 KOT~ W,,/JI 80 

' 

5. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertarnanan dan Pemakaman Kota Jambi. 

6. Pejabat yang ciitunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam 
pengelolaan persampahan. 

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 
berbentuk padat. 

8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau 
volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 

9. Sampah Sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan 
karakteristi.k seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga 

10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah 

11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ a tau badan akibat proses alam yang 
menghasilkan timbulan sampah 

12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

r .. 
i 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Jam bi. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMl.iM 

BABI 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Menetapkan: 

MEMUTUSKAN : 

WALIKOTA JAMB! 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI 

Dengan Persetujuan Bersama 

12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota iambi 
(Lembaran Daerah Kota Jam bi Nomor 10). 

dan perangkat daerah sebagai unsur 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Jambi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota 
Jam.bi. 



22. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan 
kewajiban atau menjadi subyek hukurn. 

23. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk 
badan bukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada 
bukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan 
kegiatan usaha. 

24. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum 
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah . .. 

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yc:.ng rnerupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) atau Sadar. Usaha Milik Oaerah (SUMO) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, 
lembaga, dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

20. Orang adalah orang persecrangan, kelornpok orang dan/atau badan hukum. 

21. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan/ ata u jasa yang secara perorangan 
berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau 
fasilitas umum dan bersifat semcntara /tidak menetap dengan menggu_~kap benda 
bergcrak maupun tidak bergerak. 

Indonesia. 

bagi masyarakat yang 
untuk mencegah clan 

17. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman 
melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah 
menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan 

18. Pihak Lainnya adalah !nstansi atau Sadan Usaha dan atau perseorangan yang 
berada diluar Organisasi Pernerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah lainnya, Sadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum 

13. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
pengendalian yang meliputi pencegahan dap penanggulantan kecelakaan akibat 
pengelolaan sampah yang tidak benar I · 

14. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembeyaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /alau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan 

15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir 
sampah 

16. lnsentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat 
tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih 
meningkatkan pemeliharaan lingkungan 
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37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menca.ri, mengumpulkan dan 
mengola.h data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatu han, 
pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 
(PPNSD) dala.m hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang, berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang 
bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya. 

36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daen1lt atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah 
adalah PPI'rn Daerah dilingkungan daerah. 

25. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang 
disediakan 'loleh pemerintap daerah untuk dipergunakan oljh masyarakat secara 
luas. 

26. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rum put atau pepohonan 
tan pa ada bangunan di a tasnya, 

27. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk 
pertamanan. 

28. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang 
khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada !okasi yang tidak mengganggu 
ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sarnpah 
dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sarnpah minimal 1 (satu) meter 
kubik sebelum diangkut ke TPA. 

29. Tempat Pemrosesan Akhir sampah daerah yang selanjutnya disingkat TPA sampah 
daerah adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang 
clikelola sedemik.ian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukka.n bagi 
keperluan kegiatan pemrosesan sampah. 

30. Tempat pengolaha.n sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 
pengurnpulan, pernilahan, penggunaan ulang, pendaura.n ulang, pengola.han, dan 
pemrosesa.n akhir sa.mpah. 

31. BLUD adalah Badan Laya.na.n Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang 
dijual tanpa mencari keuntungan dan dala.m melakuka.n kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 

32. Ca.mat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pernerintahan 
kecamatan. 

33. Lurah ada.Ja.h kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
kelura.han. 

34. Keca.matan adala.h wilayah kerja Ca.mat sebagai perangkat daerah. 

35. Kelurahan ada.Jah wilaya.h kerja Lurah sebagai perangkat Da.era.h di bawah 
Kecamatan. 



Pasal 5 

(1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam 
pengelolaan sampah . 

(2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan 

.. 

BAB IV 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH 

(1) Ruang lingkup pengaturan clalam Peraturan Daerah ini, meliputi : 
a. sampah rumah tangga; 
b. samp=h sejenis sampah rumah tangga; clan 
c. sampah spesifik. 

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berasal dari 
kegiatan sehari-hari dalarn rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik 

(3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal 
dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial , faailitae 
umum, dan/atau fasilitas lainnya 

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya clan beracun; 
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; 
c. sampah yang timbul akibat bencana; 
d. p,uing bongkaran bangunan; 
~' ~p~ Yfffl~ secara teknologi belum dapat diolah;dan/ a tau 
f. s1:1mpah yang timbul secara ridak periodik. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 4 

BAB III 

RUANO LINGKUP 

Tujuan pengelola=n sampah clalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan 
kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan clan menjadikan sampah sebagai sumber 
daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah. 

Pasal3 

BAB II 

rsAS DAN TUJUAN 

I Pasa12 

As1as pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas 
berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas 
keselamatan, asas keamarian, dan asas nilai ekonomi. 



Togas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: 
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalarn 

pengelolaan sampah; 
b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah; 
c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; 

.. 
Pasal 8 ... 

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik 
dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 Peraturan Daerah ini. 

Pasal7 

BABV 

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesa tu 

Tu gas 

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. 

(4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat t 
(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 

(1) Pemerintah daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga menyusun Dokumen Rencana Induk (DRJ) 
dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rurnah tangga. 

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. pembatasan timbulan sampah; 
b. pendauran ulang sarupah; 
c. pernanfaatan kembali sampah; 
d. pemilahan sampah; 
e. pengumpulan sampah; 
f. pengangkutan sampah; 
g. pengolahan sampah; 
h. pemrosesan akhir sa.mpah; dan 
i. pendanaan. 

Pasal 6 

b. program pengurangan dan penanganan sampah. 
(~) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat: 

I a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara 
bertahap; dan 

b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. 
(4) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 6 
(enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 



(I} Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di daerah. 
(2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pe.makaman serta SKPD terkait 

bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah. 
(3) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah 

di wilayah kerjanya. 
(4) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah 

di wilayah kerjanya. 

Bagian Ketiga 

Tanggungjawab pemerintah daerah 

Pasal 10 

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir 
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e nierupakan bagian dari 
Rencana Umum Tata Ruang Kota. 

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah mempunyai 
kewenangan meliputi: 
a. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA 

dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir sampah; 
b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan 

nasional dan Provinsi; 
c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; 
d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang 

dilaksanakan oleh Pihak Lain; 
e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah 

terpadu, dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah; 
f. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap 

pelaksanaan pengelolaan sampah; dan 
g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah 

sesuai dengan kewenangan SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

Bagian Kedua 

Wewenang 

Pasal 9 

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah; 
e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah; 11 j 
f. melaksanakan pengelolaan sampah; · 
g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampa+ 
h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat 

setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan 
i. melakukan koordinasiantar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar 

terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. 



Setiap masyarakat berhak : 
a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat; 
b. mendapatkan pelayanan kebersihan; 
c. memanfaatkan dan mengolah sampah; 
d. berpartisipasi aktif; 
e. mendapatkan kartu atau tanda bukti pembayaran retribusi; dan 
f. mendapatkan informasi dari pemerintah daerah dan/ atau pihak lain. 

Pasal 13 

Masyarakat 

Paragraf 2 

Setiap orang berhak: 
a, mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat; 
b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan 

lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab 
untuk itu; 

c. berpartisipasi da!am proses pengarnbilan keputusan, penyelenggaraan, dan 
pengawasan di bidang pengelolaan sampah; 

d. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang ada; 
e. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan 

tempat pemrosesan akhir sampah; dan 
f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik 

dan berwawasan lingkungan. 

Pasal 12 

BAB V1 
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAO 

MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA 
Bagian Kesatu 

Hak 
Paragraf 1 

Setiap Orang 

Ketentuan mengenai SKPD terkait dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 10 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walih.ota. 

pembinaan 
wilayahnya 

I 

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pad~ ayat (3) dan (4) meliputi 
terhadap kepatuhan ma~arakat mengerai pengelolaan sampah di 
rnasing-masing. I 

I Pasal 111 



(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib 
membersihkan sampah di lingkungan tempat diada.kannya keramaian dan 
membuangnya ke TPS dan apabila kubikasi timbulan sampah melebihi 5 (lima) 
meter kubik langsung dibuang ke TPA. 

.. 
Pasal 19 

(1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan. 
{2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memenuh.i kriteria sebagai berikut: 
a. tertutup; 
b. rapi; 
c. tidak menyebarkan bau. 

Pasal 18 

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib 
menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya, 

Pasal 17 

(1) Setiap Pedagang kaki lima (PKL) wajib menyediakan tempat sa.mpah. 
(2) Tempat sampah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat 

sampah yang berasal dari kegiatan usahanya. 
(3) Tern pat sampah sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke TPS. 

Pasal 16 

(1) Setiap orang dan/atau badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks 
perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain 
yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang 
ada di lingkungannya serta mengurangi tirn bulan sampah. 

(2) Kewajiban setiap orang da"l/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS. 

Pasal 15 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Paragraf 1 

Setiap Orang 

I 
Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sarnpah. 

Pasal 14 

Paragraf 3 

Pelaku Usaha 
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(1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. 
(2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan ganggu~ lingkungan 
hidup langsung ke TPA. 

(3) Pengelolaan kawasan pemuki.man, kawasan komersial, kawasan industri dan 
kawasan khusus wajib menyediakan TPS dan/atau Iasilitas pemilahan sampah. 

(4) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 
khusus yang belum menyediakan TPS pada saat diundangkannya Peraturan Daerah 
ini wajib membangun atau menyediakan TPS paling lamal (satu) tahun. 

Pasal24 

Paragraf 3 

Pelaku Usaha 

(1) Masyarakat berkewajiban berperan serta di bidang pengelolaan sampah 
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai peran di bidang pengelolaan sa.mpah sebagaimana 

d.imaksud pada ayat (1) di~~ur dengan Peraturan Walikota 

Pasal 23 

Parag:raf2 

Masyarakat 

(1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas 
lainnya wajib menyediakan fasilitas pernilahan sampah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pcraturan Walikota. 

Pasal22 

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak tennasuk 
Bahan Berbahaya dan Beracu n (83) atau yang dapat nienimbulkan gangguan 
lingkur.gan hidup langsung ke TPS clan apabila kubikasi timbulan sampah rnelebihi 5 
meter kubik langsung dibuang ke TPA. 

Pasal21 

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis 
sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah 
dengan cara yang berwawasan lingkungan. 

Pasal20 

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara 
dapat berklordinasi dengan dinas. 

·= ·,o-cc,., . 



Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tercliri 
atas: 
a. pengurangan sampah; dan 
b. penanganan sampah. 

... 

Pasal 28 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 
Rumah Tangga 

PEh'YELEiiGGARAAN PENGELOLAAN SA!yi?AH 

Bagian Kesatu 

BAB VIII 

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memili.ki izin 
dari Walikota. 

(2) Persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Walikota, 

Pasa127 

BAB VII 

PERIZINAN 

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya. 

Pasal26 

Bagian Ketiga 

Tanggung Jawab 

89 

Kewajiban pelaku usaha dalarn pengelolaan sampah adalah: 
a. menerapkan konsep pengolahan kembali (recycle), teknologi ramah lingkungan 

dan nir limbah dalam berproduksi; 
b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan; 
c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; 
d. membantu upaya pengurangan dan/ a tau pernanfaatan sampah yang dilakukan 

pemerintah daerah dan masyarakat. 
e. meningkatkan PAD 

Pasal25 

(5) Setiap orang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan TPS sebagaimanf dirnaksud 

pada ayat (3), serta penyediaan fasilitasi pemilahan sampah sebagaimanr- dimaksud 
pada ayat (5), akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 



(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b 
meliputi: 
a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan 

jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah; 

Pasal 31 

Paragraf 3 
Penanganan Sampah 

(1) Dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
sampah di daerah Pemerintah Daerah memberikan: 
a. insentif kepada setiap orang yang melakukan penanganan dan pengurangan 

sampah; dan ' 
b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melaku.kan pe~S¥rf.1I10aJl sampah. 

(2) .Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif chm disineentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal30 

Paragraf 2 
lnsentif dan Disinsentif 

90 

I 
(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi 

kegiatan: 
a. pembatasan timbulan sampah; 
b. pendauran ulang sampah; dan/ atau 
c. pemanfaatan kembali sampah. 

(2) Pemeri.ntah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut: 
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu 

tertentu; 
b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 
c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; 
d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan 
e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang 

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat 
diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam 

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, 
dan/ atau mudah diurai oleh proses alam 

Paragraf 1 
I 

Pengurangtn Sampah 

Pasa129 



(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tingkat 
rukun tetangga {RT) mempunyai tugas: 
a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah 

tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan 

Pasal 35 

(1) Pemerintah daerah m~frsit~taSf pembentukan lembaga pengelola sampah 
sebagaimana di.maksud dalam Pasal 33 di RT, kelurahan, kawasan komersial, 
kawasan industri, fasilitas umum, tasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai 
dengan kebutuhan. 

(2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada 
SKPD untuk mengelola sampah. 

{3) Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 34 

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan PasaJ 31 dapat membentuk lembaga 
pengelola sampah. 

Pasal 33 

Bagian ketiga 

Lembaga pengelola 

(1) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 
dilakukan oleh pemerintah daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 32 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Sampah Spesifik 

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber 
sampah ke tempat ~enampungan sementara atau terpat pengolahan sampah 
terpa!u; ' I 

c. pengangkutan dalam 9entuk membawa sarnpah dari sumber dan/atau dari 
tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah 
terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 
sampah; dan/ atau 

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu 
hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 

,, P, -- .,....., A 



.. 

(t) I.BLVD Persamrahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai 
I ,';I! ltµgas 11'tnJ1a1csanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi 

I persampahan. 
(2) · BLUD 1Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) didasarkan atas: 
a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
b. tersedianya barang dan/ atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan 

I 
lruan9tas .pelayanan pengelolaan persampahan; 

c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada 
SKPD yang mem bidangi persampahan . 

Pasal 37 

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) pada 
kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas 
lainnya mempunyai tugas: 
a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan; 
b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan 
c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah. 

Pasal 36 

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-rnasing rumah tangga. 
(2) Lembaga ~engelola sa1pah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (J) 

mempunyai tugas: 
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan 
b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada lurah 

setempat. 
(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tingkat 

kelurahan mempunyai tugas: 
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukuri tetangga 

(RT)/ lingkungan; 
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun 

tetangga (RT)/lingk1mgan; dan 
c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan 

sampah terpadu kepada camat setempat 
(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tingkat 

kecamatan mempunyai tugas: 
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan; 
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun 

tetangga/lingkungan sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan 
c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sernentara dan tempat pengolahan 

sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persarnpahan. 



.. 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada ora-ig sebagai akibat 
dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat 
pemrosesan akhir sampah. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. relokasi; 
b. penrulihan lingkungan; 
c. biaya kesehatan dan pengobatan;dan/atau 
d. kompensasi dalam bentuk lain 

(3) Dampak negatif, kompensasi dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota 

tiagian Kedua 

Kompensasi 

(1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan per..gelolaan sampah. 
(2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kata ; 
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
dinas. 

Pasal 40 

Bagian Kesatu 

Pembiayaan 

BABIX 

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSJ\~I 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pengelolaan BLUD Persampahan,dan 
tarif layanan persarnpahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 39 

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola 'biaya atas barang dan/atau jasa 
layanan pengelolaan sampah. 

Pasal 38 

Pasal 41 



.. 

' (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan 
menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada 
masyarakat. 

I 
(2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 0.), 

Dinas mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat 
dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat. i I , . 

- I .., 

BAB XII 

DATA DAN INFORMASI 

(1) Pengelola sampah dan /atau pihak lainnyayang terkait kerjasama dengan 
pemerintah daerah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 
yang dimiliki dinas 

(2) Tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Daerah 

Pasal 43 

BAB XI 

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA 

I I 

I i Iii •! i ,: ! f 
Pasai44 

I 
(1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain 

dan/atau dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah 
(2) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengelolaan TPA; 
b. Penyediaan/Pembangunan TPA; 
c. Penyediaan sarana dan prasarana TPA; 
d. Pengangkutan sampah dari TPS /TPST ke TPA 

(3) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dibidang; 
a. pengoJahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan, 
b. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan 

sampah sementara menuju TPA, 
c. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, kornposisi, dan jumlah 

sampah serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 
dan/ atau residu pengolahan sampah sebelurn ke media lingkungan secara aman. 

Pasal42 

BABX 

KERJA SAMA 



Setiap orang atau Sadan dilarang : 
a. memasukkan sampah ke daerah; 
b. melakukan kegiatan impor sampah; 
c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya; 
d. membuang , menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur 

hijau, taman, aungai, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis; 
e. membuang sampah dan/ atau kotoran lainnya dari atas ker.daraan; 
f. membuang sampah ke TPS dengan me11ggupakan kendaraan bermotor yang 

volumenya lebih dari 1 (satu) meter, kuq~;, I i 
g. membakar sampah dan/ atau kotoran lainnya di ~ala:-., jalur hijau, taman.sungai, 

saluran drainase dan tempat -tempat umum lainnya; 
h. membuang air besar (hajat besar) di jalan, jalur hijau, tarnan, sungai, saluran 

drainase dan tempat umum; 
i. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan 

dinas; 
j. membuang sampah di luar tempat /lokasi pembuangan yang telah ditetapkan; 
k. membuang sampah di TPS di luar waktµ yang telah ditentukan; 
1. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA; 
m. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. 

BAB XV 

LARA.NGAN 

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Peran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 
a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah; 
b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;dan 
c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan 

Pasal46 

BAB XIV 

PERAN MASYARAKAT 

Pasal 47 

BAB XIII 

RETRTBt!JSI PELAYANANIPERSAMPAHAN/KEBERSIHAN I . 
Pa~l 45 

I 
(1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pernerintah Daerah 

memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kerbersihan. 
(2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Daerah. 



I ·11111 II 

(1) Sengketa yang dapat timbul Jan pengelolaan sampah terdiri atas : 
I 

a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah; 
b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan 
c. sengketa antara Pemcrintah Oaerah dengan masyarakat. 

(2) Penyelesaiff11 sengketa scbagaimana di.maksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
penyelesaian di Iuar pengadilan ataupun melalui pengadilan. 

(3) Penyelesau{n I sengketa diluar pcngadilan pada dasarnya dilakukan secara 
musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya 
kompcnsasi dan bescrta pcnyc::lesaiannya. 

Pasal 50 

Bagian Kesatu 

Umum 

BAB XVII 

PENYELESAIAN SENCKETA 

(1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan 
sampah berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang 
ditetapkan Walikota. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh 
pihak lainnya dapat dilakukan oleh Pernerintah Daerah secara sendiri atau bersama 
sama; 

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1:, wajib dilaporkan kepada 
Walikota paling lama 1 (satu) bulan sekali. 

Pasal 49 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

(1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
(2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditujukan kepada masyarakat 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan 

masyarakat clan/ a tau lem baga/ organisasi kemasyarakatan. 

BAB XVI 

PEMBINAAN or PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Paeal 48 



(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan 
pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada 
tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil. 

(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 
a. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; 
b. berbentuk badan hukum 
c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan 

anggaran dasamya ... 

Pasal 54 
: j 

Bagian Kelima 

Hak Gugat Organisasi Persampahan 

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan 
sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. 

Bagian Keernpat 

Gugatan Perwakiian Kelompok 

(1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan 
perbuatan melawan hukum. 

(2) Gugatan perbuatan rnelawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
rnensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan 
hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. 

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/ a tau tindakan tertentu. 

Pasal 52 

Bagian Ketiga 

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan 

Pasal 53 

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, 
arbitrase, atau pihak lain dari para pihak yang bersengketa 

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat 
mengajukan ke pengadilan 

Pasal 51 

Bagian Kedua 

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 



(1) Setiap orang atau Badan yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; 
Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24; PasaJ 25; Pasal 26; Pasal 27 dan 
Pasal 47 dikenakan sanksi administrasi berupa: 

Pasal 56 

BAB XIX 

SANKS! ADMINISTRASI 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat . (1) memberitahukan dimulainya 
penyiclikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum, 
sesuai dengan kerentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana. 

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak 
pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan 

dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengcnai orang pribadi atau 

badan tentang kebenaran perbuatan Jang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana yang dilakukan; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang 
dilakukan; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokurnen lain berkenaan 
tindak pidana yang dilakukan; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, 
catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang 
dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebu t; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; 
g. menyuruh berhenri seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran 

Peraturan Daerah; 
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 
j. penghentian penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

atas pelanggaran Peraturan Daerah mcnurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

BAB XVIII 

PENYIDIKAN 

Pasal55 



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 60 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling 
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah in.i. 

Pasal 59 

KETENTUANPENUTµP 

BAB XX:II 

Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan 
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki 
fasilitas pemilahan sampah wajib mernbangun atau menyediakan fasilitas pemilihan 
sampah paling Jambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 

BAB XXJ 

KETENTUAN PERALIHAN 

PasaJ 58 

(1) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi adm inistrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi pidana dengan 
ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda setinggi 
tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

Pasal57 

BAB XX 
KETENTUAN PIDANA 

99 

(2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Walikota. 

a. Denda; 
b. Uang paksa; 
c. Pencabutan izin. 
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Pasal 61 

Peratjiran Daerah ini bulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengitahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Oto 


